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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah 
dianalisis di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Apabila covernote tidak dapat dipenuhi oleh Notaris, maka Notaris tersebut 
harus bertanggungjawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 
Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada PMH karena covernote bukan 
merupakan perjanjian,  meskipun covernote merupakan bagian dari perjanjian 
antara Notaris yang bersangkutan dengan klien mengenai penerbitan suatu 
akta autentik. Covernote hanya sebuah surat keterangan yang dibuat oleh 
Notaris untuk menerangkan suatu proses yang belum selesai, sehingga di 
dalamnya tidak ada unsur perjanjian. Oleh karena itu,  apabila covernote yang 
dibuat Notaris tidak dapat dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, maka 
Notaris tidak dapat menerbitkan akta autentik yang merupakan 
kewenangannya. Gagalnya penerbitan akta autentik tersebut akan 
menimbulkan kerugian bagi para pihak dan juga membuat Notaris melakukan 
pelanggaran terhadap kewajibannya pada UUJN yaitu untuk bertindak 
amanah dan jujur selain itu juga tindakan tidak memnuhi covernote tersebut, 
sehingga Notaris harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh 
klien didasarkan pada PMH. 
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B. Saran 
Sesuai dengan judul yang diambil tentang pertanggungjawaban 
Notaris apabila covernote yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi, penulis 
melihat bahwa aturan mengenai covernote belum diatur secara tegas dalam 
peraturan perundang-undangan manapun, padahal penggunaan covernote ini 
cukup sering digunakan. Menurut penulis, aturan mengenai covernote perlu 
untuk dibuat, sehingga dapat diketahui dengan jelas dasar penerbitannya, 
mengingat bahwa dalam penerbitan covernote terkandung kepentingan banyak 
pihak.  
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LAMPIRAN 
Contoh covernote pada kasus pembangunan Kutai Townhouse Surakarta 
 
 
